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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur khadirat Tuhan
Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya,
penulis sebggai salah satu Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan
(PPSA) XVIII telah berhasil menyelesaikan Tugas dari Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (taskap)
dengan judul :

“PENINGKATAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
DAERAH GUNA MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Penentuan Tutor dan judul taskap ini didasarkan oleh Surat
Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 396 Tahun 2012, Tanggal 3 Juli 2012, Tentang Penetapan Judul
Taskap Peserta PPSA XVIll Lemhannas RI Tahun 2012, dengan thema
“Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Keutuhan NKRI".

Pada Kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan
terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandiji, DEA, selaku
Gubernur Lemhannas RI, Bapak Letien TNI Dr. Moeldoko, S.Ip., M.Si,
selaku Wakil Gubernur Lemhannas RI, dan Dr. Chandra Manan Mangan,
M.Si, selaku Sekretaris Utama Lemhannas RI, yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA di Lemhannas tahun
2012. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor
Taskap ini, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri, SE., MS., DEA, dan
Tim Penguji Taskap Bapak Dr. Ardi Partadinata MH., Msi., Bapak Prof. Dr.
Miyasto SU., dan Bapak Dr. Panutan S. Sulendrakusuma, SE., MT, serta
semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta
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menyelesaikan Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan
yang di keluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari segala kemampuan dan intelektual serta
penguasaan di bidang Ketahanan Nasional yang masih terbatas, oleh
karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau
masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah
ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai
sumbangan pemikiran kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja
yang barang kali membutuhkannya dalam rangka membahas pemerataan
pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan harmonisasi hubungan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita
nasional yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia yaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin berdasarkan

Pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan
petunjuk serta bimbingan kepada kite semua dalam melaksanakan tugas
dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan
kita banggakan.

Sekian dan terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Oktober 2012

Dr. H. R. Zulki Zulkifli Noor, ST., SH., MH., MM
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PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :Dr. 4. R. Zulki Zulkifli Noor, ST., SH., MH., MM
Jabatan : Rektor

Intansi  : Universitas Winaya Mukti

Alamat : Jalan Pahlawan No. 69, Bandung

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)
XVIIl, Tahun 2012 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli
atau plagiasi, maka saya bersedia untuk di batalkan.

Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat dicunakan

seperiunya.

Jakarta, 15 Oktober 2012

Dr. H. R. Zulki Zulkifli Noor, ST., SH., MH., MM
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensi dan
mewujudkan cita-citanya perlu memiliki pemahaman mengenai geoploitik
dan geostrategic. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam
konsepsi Wawasan Nusar&ara, sedangkan geostrategic bangsa Indonesia
dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional, (SLK Nasional, 1995).

Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi politik dari
Negara Republik Indonesia. Ketahanan Nasional dapat dikatakan sebagai
konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi
bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional, (SLK
Nasional, 1995).

lzzato Millati (2009 : 21) menyatakan bahwa geostrategi adalah
suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk
mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional
sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep
ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa
Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai
cita-cita dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan
merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahan nasional itu sendiri.

Seiring dengan ketahanan nasional, maka untuk dapat meningkatkan
ketahanan nasional, maka salah satu permasalahan yang berkembang
diantaranya adalah kecenderungan kurangnya pemerataan pertumbuhan
perekonomian daerah yang masih terpusat khsususnya di Propinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta, dan pada umumnya terdapat di Pulau Jawa. Hal
ini menjadikan pertumbuhan perekonomian daerah pun tertinggal oleh
pertumbuhan perkonomian yang masih terpusat. Untuk menciptakan
ketahanan nasional, maka diperlukan pemerataan pertumbuhan
perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketertinggalan daerah
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